
 
 
 
 

BUPATI NIAS UTARA 
PROVINSI SUMATERA UTARA 

 
PERATURAN BUPATI NIAS UTARA 

NOMOR 13 TAHUN 2022 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NIAS UTARA NOMOR 4 TAHUN 2022 
TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBAYARAN HONORARIUM 

SERTA TUGAS DAN KEWAJIBAN GURU BANTU DAERAH 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI NIAS UTARA, 
 

Menimbang : a.  bahwa dalam rangka tertib administrasi pembayaran 
honorarium guru bantu daerah di wilayah Pemerintah 
Kabupaten Nias Utara, maka Peraturan Bupati Nias Utara 
Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan 
Pembayaran Honorarium Serta Tugas dan Kewajiban Guru 
Bantu Daerah, perlu diubah; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias Utara tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 4 Tahun 
2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran 
Honorarium Serta Tugas dan Kewajiban Guru Bantu Daerah;  

 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4301); 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4586); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 



6. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan 
Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 182, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4929); 

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6573); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga 
Kependidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga 
Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 91); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 
2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang 
Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 48  Tahun 2008 tentang 
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4759); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058); 

 
 



14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 
Penyelenggaraan Pendidikan; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 
tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di 
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23  Tahun 2013 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 
Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal 
Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota; 

17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2010 
tentang Pemenuhan Kebutuhan, Peningkatan Profesionalisme, 
dan Peningkatan Kesejahteraan Guru, Kepala 
Sekolah/Madrasah, dan Pegawas di Kawasan Perbatasan dan 
Pulau Kecil Terluar; 

18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar 
Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464); 

19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 
Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia 
Dini; 

20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 141 
Tahun 2014 tentang Penghentian Kerja Sama Guru Bantu 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1672); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 7 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Nias Utara; 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 9 Tahun 2018 
tentang Penyelenggaraan Pendidikan; 



25. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 2 Tahun 2021 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias 
Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Guru Bantu Daerah 
Kabupaten Nias Utara. 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI NIAS UTARA NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA 
DAN PERSYARATAN PEMBAYARAN HONORARIUM SERTA TUGAS 
DAN KEWAJIBAN GURU BANTU DAERAH. 

 
Pasal I 

 
Ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 4 Tahun 
2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Honorarium 

Serta Tugas dan Kewajiban Guru Bantu Daerah (Berita Daerah 

Kabupaten Nias Utara Tahun 2022 Nomor 156) diubah, sehingga 
Pasal 2 berbunyi sebagai berikut : 

 
Pasal 2 

 
(1) GBD berkewajiban:  

a. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; 
b. menjaga wibawa, harkat dan martabat profesi guru; 
c. menjaga nama baik lembaga dan instansi tempat bertugas; 

dan 
d. menjunjung tinggi kode etik guru. 

(2) GBD bertugas : 
a. GBD yang ditugaskan di SD/MI : 

1. melaksanakan beban tugas sebagai guru kelas dan atau 
guru mata pelajaran ditingkat SD/MI sesuai dengan latar 
belakang pendidikannya; 

2. guru mata pelajaran yang dimaksud angka 1 terdiri dari 
guru mata pelajaran agama, PJOK dan mulok; 

b. GBD yang ditugaskan di SMP/MTs melaksanakan tugas 
sebagai guru mata pelajaran sesuai dengan latar belakang 
pendidikannya; 

c. latar belakang pendidikan sebagaimana dimaksud huruf a 
angka 1 dan huruf b yaitu disesuaikan dengan linearitas, 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(3) Honorarium GBD : 
a. GBD diberikan honorarium yang bersumber dari APBD yang 

dibayarkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 

b. besaran honorarium yang dibayarkan kepada GBD dari 
APBD per jam pelajaran setiap bulannya, disesuaikan 
dengan kemampuan Keuangan Daerah; 



c. apabila GBD mengajar lebih dari 18 jam pelajaran, maka 
honorarium kelebihan jam mengajar tersebut dapat 
dibayarkan dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 
sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan 
kemampuan anggaran di masing-masing satuan pendidikan; 

d. Penetapan nama-nama dan besaran honorarium (perjam 
pelajaran) Guru Bantu Daerah Kabupaten Nias Utara, 
selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Bupati. 

 
Pasal II 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Nias Utara. 

  
 Ditetapkan di Lotu 
 pada tanggal 5 April 2022 
 
 BUPATI NIAS UTARA, 
  
 ttd. 
 
 
 AMIZARO WARUWU 
 
Diundangkan di Lotu 
pada tanggal 5 April 2022 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA, 
 
 ttd. 
 
 
BAZATULO ZEBUA 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2022 NOMOR 165. 

 
 
 
 
 
 
 
 


